BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

bahwa untuk penyesuaian Nomenklatur Program
Prioritas Perangkat Daerah sebagai Dasar Utama
Perubahan Rencana Strategis dan tindaklanjut telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang  Tahun 2016-2021, maka
Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu
disesuaikan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini,
maka perlu menetapkan Perubahan atas
Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/..../KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

C:\Users\EVAPOR\Documents\DOK. SAKIP DINKES 20191\1. Renstra Review | dan Il Tahun 2016 - 2021\2. Review Renstra I1 2016-2021\10. SK BUPATI RENSTRA PD

2018 fix NEW.doc



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Memperhatikan : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Mennegah
Daerah  Kabupaten @ Malang Tahun  2016-2021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor  ...... Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mennegah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahanan
Kabupaten Malang;

Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang tanggal ..... Oktober 2018 Nomor:
050/...../35.07.202/2018 perihal Keputusan Bupati
Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun
2016-2021;

Berita Acara tanggal Oktober 2018 Nomor:
050/ /35.07.202/2018 tentang verifikasi akhir
terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Malanf sebagai lampiran
Pengesahan  Keputusan Bupati Malang tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang
Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ;

C:\Users\EVAPOR\Documents\DOK. SAKIP DINKES 20191\1. Renstra Review | dan Il Tahun 2016 - 2021\2. Review Renstra I1 2016-2021\10. SK BUPATI RENSTRA PD

2018 fix NEW.doc



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3

4.

. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan tanggal 13
November 2018 Nomor: 050/4339/35.07.103/2018.
Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan
Pembenguanan Daerah tanggal Kabupaten Malang
tanggal ... November 2018 Nomor; 050 / /
35.07.202/2018
MEMUTUSKAN:
Perubahan atas Keputusan Bupati Malang
Nomor: 188.45/569/KEP/35.07.013/2016 tentang

Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga
keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan Dbagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab secara
administratif maupun teknis atas tugas Perubahan
Keputusan Bupati Malang sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, bertanggung jawab apabila terdapat
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam
pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum

yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.

C:\Users\EVAPOR\Documents\DOK. SAKIP DINKES 20191\1. Renstra Review | dan Il Tahun 2016 - 2021\2. Review Renstra I1 2016-2021\10. SK BUPATI RENSTRA PD

2018 fix NEW.doc



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Malang;

3.Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
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